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Abstrak: Isu kesehatan masyarakat termasuk isu stunting sangat kompleks, dimana diperlukan strategi
kolaborasi dalam penyelesaiannya. Untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dalam pencegahan dan
penanganan stunting perlu adanya pendekatan sectoral dan berbasis program untuk menyelesaikan
masalah kesehatan masyarakat. Berbagai factor pendorong kolaborasi dalam penanganan isu stunting
meliputi pengalaman kolaborasi sebelumnya, factor komunikasi dan factor kepemimpinan organisasi. Untuk
itu pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan edukasi kepada masyarakat dengan
melibatkan lintas sector dan lintas profesi dengan latar belakang kompetensi dan pengalaman kolaborasi
yang berbeda namun disatukan untuk tujuan sama yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman
masyarakat dalam tindakan pencegahan stunting. Kegiatan dilakukan di Gereja Talitakumi Desa Raknamo
Kabupaten Kupang dengan sasaran 97 kepala keluarga dan 20 balita dengan gizi kurang. Disarankan para
pimpinan organisasi pada berbagai level, baik organisasi publik dan organisasi swasta, institusi Pendidikan
dan lain lain perlu memiliki perspektif kolaborasi dalam menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat.,
perlu membangun komunikasi yang efektif antara para pihak yang terlibat dalam kolaborasi.

Kata Kunci : Kolaborasi Sektoral, Pencegahan, Stunting

Abstract: Public health issues including stunting issues are very complex, where collaborative strategies
are needed to resolve them. To improve community competence in preventing and handling stunting, a
sectoral and program-based approach is needed to resolve public health issues. Various factors driving
collaboration in handling stunting issues include previous collaboration experiences, communication factors
and organizational leadership factors. For this reason, in this community service activity, education is carried
out to the community by involving cross-sectors and cross-professions with different competency
backgrounds and collaboration experiences but united for the same purpose, namely increasing community
knowledge and understanding in stunting prevention measures. The activity was carried out at the
Talitakumi Church, Raknamo Village, Kupang Regency, targeting 97 heads of families and 20 toddlers with
malnutrition. It is recommended that organizational leaders at various levels, both public and private
organizations, educational institutions and others need to have a collaborative perspective in resolving
public health problems, it is necessary to build effective communication between the parties involved in the
collaboration.
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PENDAHULUAN

Pemerintah menetapkan target prevalensi stunting tahun 2024 kurang dari 14%.! Target tersebut
dicapai melalui strategi Percepatan Perbaikan Gizi dengan pendekatan siklus hidup, aktifitas utamanya
adalah intervensi gizi spesifik dan sensitive 2. Hasil monitoring data prevalensi stunting di Nusa Tenggara
Timur pada tahun 2021 sebesar 37,8%.3 Selain itu data penimbangan Februari 2022 menunjukkan
prevalensi stunting di Kabupaten Kupang meningkat menjadi 24.1%.
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Desa Raknamo dilaporkan, bahwa prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 19.9%. Keadaan tersebut
melampaui target yang telah ditetapkan. Untuk menurunkan prevalensi stunting, pemerintah
menggunakan strategi konvergensi stunting melalui kerjasama lintas sektor dalam lingkup Pentahelix.
Berbagai upaya kesehatan masyarakat untuk menurunkan stunting adalah melalui edukasi atau
penyuluhan, tujuannya untuk meningkatkan kapasias masyarakat melakukan pencegahan stunting dan
penyakit menular lainnya yang merupakan factor risiko stunting.

Upaya kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kupang melalui
pendekatan yang berbasis program, misalnya program kesehatan ibu dan anak, program kesehatan
lingkungan, program pemberantasan penyakit menular, dan program lainnya yang ada di puskesmas.
Kelemahan dalam implementasi pendekatan program adalah tidak adanya keterpaduan dalam
pelaksanaanya, sehingga menciptakan “ego program”. hal tersebut berdampak pada kualitas layanan
kepada masyarakat. Kemenkes RI menerbitkan transformasi kesehatan yang model baru dalam pelayanan
kesehatan vyaitu integrasi layanan kesehatan yang berbasis pada siklus hidup.* sebagai salah bentuk
kolaborasi yang sudah dilakukan dalam penanganan masalah stunting adalah dilakukannya program orang
tua asuh anak stunting (OTA2S) oleh Poltekkes Kemenkes Kupang yaitu berupa pemebrian makanan
tambahan selama 90 hari serta pendampingan dari sebelum sampai setelah pemberian makanan tambahan
tersebut yang ternyata hasilnya terdapat peningkatan kenaikan berat badan yang signifikan pada balita
bermasalah gizi tersebut.> Dimana kegiatan tersebut berhasil karena adanya kolaborasi yang baik antara
akademisi dalam hal ini Poltekkes Kemenkes Kupang, pihak puskesmas, dan pihak kelurahan beserta kader
posyandu serta orang tua balita sasaran kegiatan OTA2S tersebut.

Kesehatan masyarakat merupakan isu yang sangat kompleks, merupakan hasil interaksi antara
faktor biologi, sosial, psikologis, ekonomi.® Teori ekologi kesehatan menekankan bahwa ada hubungan
dan relasi antara berbagai factor (determinan) yang mempengaruhi kesehatan, yaitu individiu, lingkungan
fisik, lingkungan social (interaksi social), institusi dan masyarakat.” Oleh karena itu, maka untuk
menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat diperlukan keterlibatan lintas sektor atau di sebut
kolaborasi.

Kolaborasi didefinisikan sebagai suatu proses tata kelola melibatkan lintas sektor dalam proses
pengambilan keputusan bersama yang formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah dan
bertujuan untuk membuat atau memberikan layanan kepada masyarakat.®'! Model kolaborasi telah
banyak digunakan dalam menyelesaikan masalah public misalnya isu lingkungan seperti perubahan isu
1213 dalam sektor pendidikan!* dalam sektor kesehatan.!>16

Dengan berbagai hasil riste tersebut, maka dilakukan pengabdian masyarakat dengan tema Edukasi
Kesehatan bagi Masyarakat di Gereja Talitakumi Desa Raknamo Kabuaten Kupang melalui strategi
Kolaborasi. Kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dengan
menyebarluaskan pengetahuan dan praktek baik dalam bidang kesehatan masyarakat sebagai modal dalam
untuk bisa hidup produktif.

METODE
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada tanggal 15 Desember 2024 di Gereja Talitakumi

Desa Raknamo dengan peserta yang ahdir adalah sebanyak kepala keluarga dan 20 balita dengan gizi
kurang. Kegiatan dilakukan melalui metode ceramah, demonstrasi, dan konseling dengan pendekatan
kolaborasi yaitu melibatkan lintas sektor atau para pihak yang berkepentingan yaitu akademisi dari
Poltekkes Kupang, tokoh agama dari Gereja Talitakumi dan dan pemerintah Desa Raknamo serta
masyarakat. Akademisi poltekkes terdiri dari lima kelompok dosen dengan berbagai bidang keahlian, yaitu
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kelompok dosen dari program studi sanitasi, program studi gizi, program studi kebidanan, program studi
keperawatan gigi dan program studi farmasi. Penerima manfaat kegiatan pengabdian masyarakat adalah

para remaja dan dewasa, ibu hamil dan balita.

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan kegiatan makan dilakukan evaluasi di akhir kegiatan dengan
pendekatan evaluasi pemberdayaan yaitu sebuah konsep, teknik, dan temuan evaluasi yang bertujuan
untuk mendorong perbaikan dan penentuan nasib sendiri, Dengan pendekatan ini, pelaksanaan kegiatan
mengajukan pertanyaan: apa saja informasi yang dibutuhkan untuk mendorong perbaikan dan penentuan

nasib sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil
Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, dilakukan diskusi dan koordinasi, dihadiri para pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan ini yaitu pihak akademisi, pihak desa dan pihak pengurus gereja sebagai tokoh agama.
Pihak akademisi diwakili oleh ketua tim pelaksana beberapa tim program studi, tokoh agama diwakili
oleh Pendeta Gereja Talitakumi Raknamo, dan pihak pemerintah diwakili oleh Kepala Desa Raknamo.
Pada tahapan persiapan menghasilkan kesepakatan tentang pembagian peran dan tanggungjawab para
pihak dalam kolaborasi penyuluhan bagi masyarakat. Tujuannya agar semua sumber daya yang dimiliki
oleh para pihak dapat optimal digunakan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Pembagian peran adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pembagian peran para aktor

Pemateri Tugas Waktu
Akademisi Menyiapkan materi untuk penyuluhan sesuai bidang keahlian dosen:
Poltekkes e  Materi PHBS disampaikan oleh dosen dari Prodi Sanitasi 15 menit
Kemenkes e  Materi KIA disampaikan oleh dosen dari Prodi Kebidanan 15 menit
Kupang e Materi gizi disampaikan oleh dosen dari Prodi Gizi 15 menit
e Materi perawatan gigi disampaikan oleh dosen Prodi Kesehatan Gigi 15 menit
e Materi Pencegahan Anemia disampaikan oleh dosen Prodi Farmasi 15 menit
Tokoh agama Menyiapkan tempat kegiatan penyuluhan yaitu di Gereja Talitakumi), 15 menit
(Gereja) menghadirkan masyarakat sasaran atau jemaat yang merupaan sasaran
kegiatan, mengirimkan data tentang karakteristik sasaran, memberikan
edukasi kesehatan dari perspektif ajaran gereja
Pemerintah Menghadirkan masyarakat di lokasi kegiatan, mendata sasaran yang akan 15 menit

Desa Raknamo mengikuti kegiatan dan memberikan edukasi kesehatan masyarakat dari
perspektif pembangunan kesehatan masyarakat desa.

Pelaksanaan

Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah para dosen yang terdiri
dari berbagai program studi yang mempresentasikan bidang keahlian masing masing, yaitu Prodi
Sanitasi, Prodi Farmasi, Prodi Gizi, Prodi Kebidanan, Prodi Kesehatan Gigi. Tokoh agama diwakili oleh
pendeta gereja Talitakumi Desa Raknamo, dan pihak pemerintah di wakili oleh Kepala Desa Raknamo

Kabupaten Kupang.
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Ketiga pihak tadi mempunyai peran masing-masing yang saling terkait, dimana dalam perannya
tersebut baik akademisi, tokoh agama dan pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus saling
berkolaborasi dan saling mendukung satu sama lain. Secara keilmuan maka akademisi adalah
sumbernya dan banyak hal terkait pengetahuan dan ketrampilan dalam pencegahan stunting yang bisa
diberikan kepada masyarakat. Namun ilmu pengetahuan saja tidak cukup untuk bisa mengubah perilaku
masyarakat, untuk terjadinya suatu perubahan perilaku dalam pencegahan stunting perlu kolaborasi
dengan pihak gereja, karena mengingat masayrakat di Kabupaten Kupang khususnya Desa Raknamo
masih lebih mendengarkan ajaran dan anjuran dari pimpinan tokoh agama termasuk pendeta dari
Gereja Talitakumi. Mereka masih menganggap tokoh agama adalah orang yang selalu benar dan
membawa kebaikan dari Tuhan sehingga apa yang disampaikan oleh tokoh agama dianggap sesuai
yang harus didengar dan diikuti oleh masyarakat. Masyarakat masih beranggapan menolak ajaran tokoh
agama artinya menolak ajaran Tuhan. Selain itu, untuk lebih menguatkan lagi program kesehatan dari
Kemenkes RI yang sudah disampaikan melalui akademisi dalam hal ini Poltekkes Kemenkes Kupang
maka harus berkolaborasi juga pemerintah setempat aau tokoh masyarakat dan dalam hal ini adalah
Kepala Desa Raknamo. Kepala desa sebagai pimpinan tertinggi di dalam desa mempunyai kekuasaan
dan pengaruh yang kuat di masyarakat. Aturan dan sangsi yang diberlakukan didesa dibuat oleh aparat
desa yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala desa, dimana segala aturan dan himbauan oleh kepala
desa harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh masyarakat. Dengan adanya kolaborasi dari ketiga pihak
tersebut maka diharapkan ceramah dan edukasi tentang pencegahan stunting bagi warga jemaat di
Gereja Talitakumi Desa Raknamo bisa diterima dan dilaksanakan oleh jemaat di gereja tersebut.

SASARAN
/
PENERIM
A
MANFAAT

Proses: ceramah
simulasi, konseling

PEMER
AH DESA

Gambar 1. Ilustrasi Kolaborasi Antara Akademisi, Gereja/Tokoh Agama dan Pemerintah/Tokoh Masyrakat dalam
Edukasi Pencegahan Stunting di Jemaat Gereja Talitakumi Desa Raknamo

Kegiatan dibagi ke dalam kelompok sasaran masing masing, yaitu kelompok remaja dan dewasa
mengikuti kegiatan ceramah tentang isu KIA, Pencegahan Anemia dan PHBS. Kelompok anak-anak
diberikan simulasi tentang PHBS, kesehatan gigi dan mulut serta konsumsi makanan gizi seimbang. Para
peserta yang mengikuti kegiatan adalah sebagai berikut
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Tabel 2. Materi Kegiatan Penyuluhan dalam Rangka kolaborasi Pencegahan dan Penanganan Stunting
di Gereja Talitakumi Desa Raknamo

Kategori Peserta Materi
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Prodi Kebidanan
Kecacingan dan upaya pencegahannya Dosen farmasi.
Pencegahnnya melalui PHBS Dosen Prodi Sanitasi
Iman dan kesehatan menurut Injil Pendeta Gereja Talitakumi
Situasi Kesehatan Masyarakat Desa Raknamo Kepala Desa Raknamo
Sumulasi Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Dosen Sanitasi
Simulasi Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut Dosen Kesehatan Gigi
Simulasi pengelolaan pangan gizi untuk tumbuh kembang Dosen Prodi Gizi

Evaluasi

Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan dengan pendekatan evaluasi pemberdayaan yaitu sebuah
konsep, teknik, dan temuan evaluasi yang bertujuan untuk mendorong perbaikan dan penentuan nasib
sendiri, Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan bahwa program akan mencapai
hasil dengan meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk merencanakan,
mengimplementasikan, dan mengevaluasi program mereka sendiri.!” Dengan pendekatan ini,
pelaksanaan kegiatan mengajukan pertanyaan: apa saja informasi yang dibutuhkan untuk mendorong
perbaikan dan penentuan nasib sendiri.

2. Pembahasan

Keterlibatan para pihak dalam kolaborasi penyuluhan kesehatan bagi masyarakat ditentukan oleh
oleh komunikasi yang dibangun antara para pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Hal ini menunjukkan
bahwa komunikasi merupakan factor penting dalam dinamika kolaborasi. Selain itu, kolaborasi yang
dibangun melalui kesepakatan para pihak dicapai secara informal. Hal ini menunjukkan bahwa proses
kolaborasi tidak harus diawali dengan proses formal seperti definisi kolaborasi yang dikemukan oleh
Snsel dan Gash®. Kejelasan pembagian peran masing masing pihak dalam kolaborasi penyuluhan
kesehatan merupakan salah satu hal penting dalam kesuksesan kolaborasi. Untuk melaksanakan semua
agenda yang telah direncanakan dibutuhkan peran pimpinan kolaborasi yang bersifat kolaboratif
(collaboratve leadership). Collaborasive leadershjp memiliki ciri pemimpin yang mampu merangkul dan
mendengar masukan semua anggota yang tergabung dalam tim.&1°

Tidak semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi penyuluhan kesehatan masyarakat tidak
memiliki pengalaman kolaborasi pada isu kesehatan sebelumnya, kecuali dengan Kepala Desa Raknamo,
pengalaman dalam kegiatan PKL mahasiswa Prodi Sanitasi dan kerjasama dengan Poltekkes Kupang
dalam konteks pendamingan balita stunting dengan pendekatan one team one family. Hal ini juga
menunjukkan bahwa kolaborasasi sebelumnya bukan merupakan factor utama yang merupakan factor
pendorong dalam kolaborasi sebagaimana yang dikemukakan oleh mereson dan nabatchi dalam
bukungan collaborative governance rezim.\°

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan ini maka disimpulkan bahwa pendekatan kolaborasi dalam melakukan
penyuluhan kesehatan masyarakat dapat mendorong partisipasi, dan pendekatan kolaborasi dapat
diimplementasikan pada level komunitas unutk menyelesaikan yang dihadapi masyarakat serta factor
pendorong kolaborasi untuk menyelesaikan maslah kesehatan di komunitas, meliputi, komunikasi,

This is an open-access article under the CC BY 4.0 International License

© Idea Pengabdian Masyarakat (2025) OPEN ACCESS
BY

278



Idea Pengabdian Masyarakat
ISSN (Online) 2798-3668 Volume 5, Issue 02, 2025

pengalaman kolaborasi sebelumnya dan factor kepemimpinan. Dari hasil kegiatan kolaborasi terdapat
manfaat potensial yang diperoleh untuk pengelolaan kesehatan masyarakat dimasa depan, sehingga
diharapkan para pimpinan organisasi pada berbagai level, baik organisasi publik dan organisasi swasta,
institusi Pendidikan dan lain lain perlu memiliki perspektif kolaborasi dalam menyelesaikan masalah
kesehatan masyarakat. Selain itu dalam melakukan kolaborasi diperlukan komunikasi yang efektif antara
para pihak yang terlibat dalam kolaborasi, serta perlu adanya inisiator kolaborasi (convenor kolaborasi)
yang berasal bisa dari pihak yang memiliki sumber daya yang cukup besar ataupun dari pihak dengan
sumber daya yang kecil untuk mendapatkan dukungan kegiatan.
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